BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi,
nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta
wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para
pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk melaporkan
harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor
20 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur belum mengakomodir pejabat-
pejabat sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur, sehingga perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Laporan Harta
Kekayaan  Penyelenggara  Negara di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten
Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten
Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun
2015 Nomor 3);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2021 Nomor 6);



Menetapkan :

16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur

Nomor 20 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022

Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB II
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah
Kabupaten yang wajib menyampaikan LHKPN, terdiri atas:
Bupati;

Wakil Bupati;

Staf Ahli Bupati;

Pejabat Pengguna Anggaran;

Pejabat Struktural Eselon II;

Pejabat Struktural Eselon III;

Kuasa Pengguna Anggaran;
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n.

Pejabat Struktural yang mengeluarkan
rekomendasi/persetujuan dan  penandatanganan
perizinan/non perizinan,;

Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten;

Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa yaitu Ketua dan
Sekretaris serta Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja
(Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa;

Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendaha
Pengeluaran PPKD, Bendahara Penerimaan PPKD, dan
Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah;

Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pola
Penatausahaan Keungan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD);

Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawas
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan pegawai
yang melaksanakan tugas pemeriksaan; dan

Keuchik.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2016
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun
2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 60 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 60); dan

Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 800/489/2023
tentang Penetapan Pejabat Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal _26 Februari 2024 M
16 Sya’ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,
ttd

MAHYUDDIN
Diundangkan di Idi
pada tanggal 26 Februari 2024 M
16 Syaban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd
TEUKU REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 6



